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Abstrak
 

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari

kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai

politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang

harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas sekaligus mengkritisi

legal standing permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberikan kepada

pemerintah saja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan

dengan pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan perbandingan dengan dua negara. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan aspek

ilmiah dan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dimana mulai dari teori kedaulatan rakyat, teori

negara hukum, dan beberapa pendekatan empiris diketahui bahwa pemberian legal standing yang hanya

diberikan kepada pemerintah terbukti menuai banyak masalah. Maka dari itu perlu adanya upaya

merevitalisasi masalah ini dengan merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan cara

memberikan legal standing kepada Warga Negara dan Kelompok Masyarakat juga.

......Political parties are an essential part in the democratic state order because it is a manifestation of

freedom of association thatis guaranteed in the constitution. But it is not an uncommon thing for political

parties to be carrying its’ activities out of the corridor that has been set, so that the last way to be taken is to

dissolve them. This thesis discusses the legal standing of the petition and at the same time criticized the

dissolution of political parties in the Constitutional Court that is only given to the government alone. The

method used is normative research methods, enhanced with historical approach, case approach and

comparison with two different countries. These results indicate that the legal standing which is only given to

the government is not in accordance with the scientific aspects and the needs of Indonesian state structure at

this time. The sovereignty of the people, the theory of state law, and some empirical approach that are

known to grant the legal standing to be only given to the government proved to reap a lot of problems. Thus

the need for efforts to revitalize this problem by revising Article 68 of the Law on the Constitutional Court

by giving legal standing to citizen and community groups as well.
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